SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 16 /PL.02.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU
TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,
Menimbang : a. bahwa melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada
tanggal 22 Maret 2021, memerintahkan kepada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk
melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di TPS 3
Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
18 Tahun 2020 yang menyatakan surat suara untuk
Pemungutan Suara Ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua
ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan menyatakan

bahwa Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara

Ulang di atur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi




Mengingat

Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan

Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota;

. bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 huruf f Surat

Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 274/PY.02.1-
SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal
Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan
Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Indragiri
Hulu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu
dapat menggunakan surat suara cadangan yang bertanda
khusus dengan kata “PEMILIHAN ULANG” dan apabila
surat suara sebagaimana dimaksud tidak tersedia atau
tidak mencukupi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Indragiri Hulu mencetak kekurangan surat suara untuk

pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ;

. bahwa untuk memenuhi sebagaimana huruf a, b dan c

diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan
Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu
Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020




Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomo 566), sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomo 1498);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pemutakhiran Daftar dan Penyusunan Daftar
Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Daftar dan




Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
201);

. Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2020, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 905), sebagai mana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan



Memperhatikan

1.

Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) ;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri
Hulu Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2019
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 108/HK.03.1-
Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Indragiri Hulu Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-
Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri
Hulu Nomor 11/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV /2021
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP
XIX /2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021;
Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 274/PY.02.1-
SD/06/KPU/III/2021 Tentang Penjelasan Pemungutan
Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi
di Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 26 Maret 2021,




3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Kabupaten Indragiri Hulu Nomor /PL.02.1-
BA/1402/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 13 April 2021
tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Untuk
Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati .dan
Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN
SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI.
Menetapkan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan
Suara Ulang yang disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu)
lembar yang diberi tanda khusus Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi.
Rincian Penggunaan surat suara sebagaimana Diktum
KESATU adalah sebagai berikut :

NO

JENIS LOGISTIK

JUMLAH HASIL SORTIR KETERANGAN

KEBUTUHAN BAIK RUSAK | KEKURANGAN SISA

Surat Suara
Pemilihan Suara
Ulang Bupati dan
Wakil Bupati
Indragiri Hulu
Tahun 2020
Pasca Putusan
Mahkamah

Konstitusi

Suara

332 322 5 - 1662 Suara
adalah
Lembar

Jumlah Surat

Pemungutan




KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 13 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU ,

ttd

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
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